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ABSTRAK 
MUHAMMAD IMAM SASMITA KADIR, (B 111 10 045), Putusan Verstek 
Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene(Studi Kasus 
Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj). Dibimbing oleh H. Mustafa Bola 
sebagai Pembimbing I dan Achmad sebagai Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan 
acara ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Majene.  
 Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Majene, tepatnya di 
Pengadilan Agama Majene dengan melakukan wawancara langsung 
dengan pihak dalam perkara No. 14/Pdt.G/2013/PA.MJ, yaitu majelis 
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta hakim-
hakimlain di Pengadilan Agama Majene sebagai dasar pembanding serta 
mengambil beberapa data yang terkait dengan persoalan yang sedang 
Penulis teliti sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang 
timbul. Selain penelitian lapangan, Penulis juga melakukan studi 
kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan 
informasi dari buku-buku, literatur, undang-undang serta aturan-aturan 
penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
 Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1) 
Pelaksanaan putusan verstek  dalam perkara perceraian terhadap perkara 
di Pengadilan Agama Majene dilaksanakan sesuai dengan alur perkara 
yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata mulai dari 
pengajuan gugatan ke panitera pengadilan agama yang berwenang, 
pemeriksaan di persidangan, pembuktian dan kesimpulan sampai 
penjatuhan putusan. Proses tersebut telah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. (2) Hakim dalam acara verstek perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Majene tetap membebani pembuktian pada Pemohon 
untukmenguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Pemohon. (3) Dasar 
pertimbangan yang diuraikan majelis hakim dalam putusannya telah 
sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran 
tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan 
putusan telah sesuai dengan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa 
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah1. Selain itu, baik Undang-undang 
Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan 
jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang 
bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2 . 
Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang 
berujung pada perceraian. 
Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang 
tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, 
nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu,manusia hanya bisa 
berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” 
itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang 
mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan oleh agama Islam. Lebih-lebih 
sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi 
                                                             
1
Abdurrahman, 2007, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika 
Pressindo, hlm., 114.  
2
Nuruddin, Amiur,dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004, Hukum Perdata Islam di 
Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm., 180.  
2 
sesunguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT 3 . Dalam Islam 
perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri berusaha 
bersungguh-sungguh untuk mendapatkanbantuan dan nasehat yang 
diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi 
permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah 
mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat 
diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai. 
Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat 
pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-
pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga 
negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata 
mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam 
hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus 
sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. 
Hukum islam memberikan jalan kepada suami yang 
menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam 
memberikan jalan kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan 
mengajukan khulu‟ 4 . Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi 
diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak 
ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak 
diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat 
                                                             
3
Slamet Abidin, 1999, Fiqh Munakahat 2, Bandung: Pustaka Setia, hlm., 10.  
4
Abd. Rahman Ghazaly, 2003, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, hlm., 220.  
3 
diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No.3 tahun 2006)5. Sebab lain 
yang dapat mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan. 
Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang 
dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu 
tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat 
dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga 
harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan 
hukumdan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat 
terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum. 
Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain 
yang sangatberperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim 
sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang 
akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk 
mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan 
tuntunan dan ajaran moral Islam 6 . Posisi hakim dalam persidangan 
sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak 
(Pasal 121 HIR/124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil 
dimuka sidang, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang 
dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat. 
Pada PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa 
perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus 
                                                             
5
Mahkamah Agung RI, 2006, Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama , Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, hlm., 66 dan 60. 
6
M. Yahya Harahap, 2005, Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama, 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 215.  
4 
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut 
seringkali digunakan penggugat  agar gugatannya dapat diterima oleh 
pengadilan. Sesuai dengan pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 
di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Artinya perceraian akan sah 
jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan di 
pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut 
kaedah hukum yang berlaku. 
Dalam hukum acara perdata adanya asas audi et alteram partem 
yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. 
Kedua belah pihak yang berperkara harus sama- sama diperhatikan, 
berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing- masing harus 
diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. 
Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima 
keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lawan tidak 
didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.Jadi 
dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung 
dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang 
hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus 
ditunda. 
5 
Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan kaku 
maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan,karena sering terjadi 
dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil 
secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah 
ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang 
berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir. 
Sehubungan dengan hal di atas, hukum acara perdata memberi 
jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) 
dan verstek (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah 
ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil 
atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan 
dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya 
setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya. 
Masalah lain verstek dalam perkara perceraian, adalah 
permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam 
Hukum Acara dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat 
pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga 
dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil 7 . 
Berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang 
menyatakan bahwa “Hukum Acara Berlaku pada Pengadilan Agama 
adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan 
Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalamundang-
                                                             
7
M. Fauzan, 2005, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 
Mahkamah Syar’iyah diIndonesia, Jakarta: Kencana hlm., 21.  
6 
undang ini”8. Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka 
jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan 
Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana 
pembuktian tidak terdapat khusus dalam Undang-undang tersebut. 
Kemudian apakah praktek di lingkungan Pengadilan Agama 
menggunakan pembuktian ataupun tidak dalam putusan verstek 
perceraian? Mengingat, jika diajukannya perkara ke Pengadilan, antara 
Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan masing-masing. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan 
penelitian terhadap putusan verstek khususnya putusan verstek terhadap 
perkara perceraian dengan judul penelitian“Putusan Verstek Terhadap 
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus 
Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2013/PA.Mj)”. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
8
Amandemen Undang-undang Peradilan Agama,2007,Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 
54.  
7 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut: 
1. Apakah acara ketidakhadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan 
verstek telah sesuai dengan hukum yang berlaku? 
2. Apa landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam 
perkara yang diputus verstek? 
3. Faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan 
verstek (Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui acara ketidakhadiran tergugat dalam hal 
penjatuhan putusan verstek di Pengadilan Agama Majene. 
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim 
dalam proses pembuktian perkara cerai talak yang diputus verstek? 
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hakim dalam 
menjatuhkan putusan verstek. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
acuan mengenai putusan verstekpada perceraian. 
8 
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
implikasi kepada para pencari keadilan untuk kesempurnaan 
gugatannya.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Putusan 
1. Pengertian Putusan 
Setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak 
yang berperkara, dan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan 
maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu. 
Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan 
oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara 
mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan 
tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya 
kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. 
Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-
benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, 
hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan 
harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya 
dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, 
baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. 
Karenanya, dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: 
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“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nila hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) )”. 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk 
menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.9 
Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua 
serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang 
(Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009). 
Pengertian putusan secara umum adalah hasil dari 
kesimpulan pemeriksaan suatu perkara yang didasakan pada 
pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.10 
Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo11 adalah: 
“Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara 
yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan 
dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa antar pihak.Bukan hanya yang 
diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.Putusan 
yang diucapakan di persidangan (uitspraak) tidk boleh 
berbeda dengan yang tertulis (vonnis)”. 
 
                                                             
9
H. Riduan Syahrani, 2009, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, hlm., 126.  
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M. Marwan dan Jimmy P,  2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher 
11
Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: 
Liberty, hlm. 210. 
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2. Susunan dan Isi Putusan Pengadilan 
Kalau dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan 
dalam perkara perdata terdiri dari empat (empat) bagian, yaitu: 
a. Kepala Putusan 
Setiap Putusan pengadilan harus mempunyai kepala 
putusan yang berbunyi:  
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada 
putusan pengadilan.Pencantuman kata-kata “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan pengadilan 
dimaksudkan juga oleh pembuat undang-undang agar hakim selalu 
menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya 
bertanggung jawab kepada hukum, pada diri sendiri, dan kepada 
rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha 
Esa.12 
 
b. Identitas pihak-pihak yang berperkara 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam setiap 
perkara perdata selalu ada 2 (dua) pihak yang berhadapan, yaitu 
penggugat dan tergugat, dan bisa ada pihak yang disebut dengan 
turut tergugat. Dalam putusan pengadilan identitas pihak-pihak yang 
berperkara ini harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, 
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H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Perdata, Opcit, hlm., 128.  
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pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang 
bersangkutan menguasakan kepada orang lain. 
 
c. Pertimbangan (Alasan-alasan) 
Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan 
terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu 
pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) dan 
pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden). 
Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya 
bukanlah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena 
pertimbangan tentang duduk perkaranya hanyalah menyebutkan 
apa yang terjadi di depan pengadilan. Sering kali gugatan 
penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara 
lengkap.Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang 
sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.Pertimbangan 
tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan 
pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang 
berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam 
pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.Karenanya, para 
hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan 
hukum ini secara cermat.13 
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Mengenai biaya perkara diatur dalam pasal 181, pasal 182, 
dan pasal 183 HIR/ pasal 192, pasal 193 dan pasal 194 RBg. Pada 
asasnya pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya 
perkara seluruhnya.Akan tetapi, dalam perkara perceraian dan 
kedua belah pihak yang berperkara masing-0masing dikalahkan 
dalam beberapa hal maka masing-masing pihak dihukum 
membayar separo/ setengah biaya perkara.Biaya perkara ini juga 
dicantumkan dalam putusan pengadilan. 
d. Amar putusan 
Dalam gugatan penggugat ada petitum , yakni apa yang 
dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar (diktum) 
putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam 
gugatan penggugat tersebut. 
Dalam Hukum Acara Perdata ditentukan bahwa hakim wajib 
mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam konvensi 
maupun dalam rekonvensi. Kalau tidak, putusan tersebut harus 
dibatalkan (MA Nomor 104 K/Sip/1968). Namun, hakim dilarang 
menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau 
mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 HIR/Pasal 
189 RBg, MA tanggal 21-2-1970 Nomor 339 K/Sip/1969 dan 19-6-
1971 Nomor 46 K/Sip/1969). Mengabulkan lebih daripada petitum 
hanya dapat dibenarkan asal saja tidak menyimpang dari posita 
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(MA tanggal 15-7-1975 Nomor 425/K/Sip/1975 dan tanggal 9-11-
1976 Nomor 1245 K/Sip/1974).  
3. Macam-Macam Putusan Pengadilan 
Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan 
putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela 
(tusssennonnis) dan putusan akhir (eindvonnis). 
a. Putusan Sela 
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum 
putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan 
atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.Misalnya, 
putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak 
berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. 
Menurut pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg, 
walaupun putusan sela tersebut juga diucapkan dalam 
persidangan, namun tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya 
ditulis dalam Berita Acara Persidangan saja. Selajutnya, pasal 190 
ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa Putusan 
Sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan 
banding terhadap putusan akhir. 
Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam 
putusan sela, yaitu preparatoir, interlocutoir, incidentieel, dan 
provisioneel. 
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1. Putusan prepatoir adalah putusan persidangan 
mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan 
segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. 
Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran 
pemeriksaan saksi. 
2. Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya 
memerintahkan pembuktian. Misalnya, putusan untuk 
memeriksa saksi atau pemeriksan setempat. Karena 
putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka 
putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan 
akhir. 
3. Putusan incidentieel adalah putusan yang 
berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang 
menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini 
pun belum berhubungan dengan pokok perkara, 
seperti putusan yang memperbolehkan seseorang ikut 
serta dalam suatu perkara (vrijwaring, voeging, dan 
tussenkomst) 
4. Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab 
tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang 
berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan 
guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan 
akhir dijatuhkan. Misalnya, dalam perkara perceraian, 
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sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta 
dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama 
dengan suaminya. 
b. Putusan Akhir. 
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara 
perdata pada tingkat tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa 
pada 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat 
pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di 
Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah 
Agung. 
Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat 
dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusan condemnatoir, 
putusan constitutief, dan putusan declaratoir. 
1. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat 
menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi 
prestasi. Di dalam putusan condemnatoir, hak perdata 
penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui 
kebenarannya oleh hakim. Amar putusan 
condemnatoir selalu berbunyi: 
“Menghukum… dan seterusnya.” 
2. Putusan constitutief adalah putusan yang 
menciptakan suatu keadaaan hukum yang baru. 
Misalnya, putusan yang membatalkan suatu 
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perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu 
ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan 
constitutief berbunyi: 
“Menyatakan… dan seterusnya.” 
3. Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan 
suatu keadaaan sebagai suatu keadaan yang sah 
menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara 
penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut 
hukum, kemudian penggugat dinyatakan sebagai ahli 
waris yang sah menurut hukum dan sebagainya. 
Putusan declaratoir juga berbunyi: 
“Menyatakan… sah menurut hukum.” 
 
Dari ketiga macam sifat putusan akhir tersebut diatas, maka 
putusan yang memerlukan pelaksanaan (executie) hanyalah yang 
bersifat condemnatoir.Sedangkan putusan yang bersifat constitutief 
dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan dan upaya pemaksa 
karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang 
kalah untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 
Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan 
dijatuhkan, maka putusan Pengadilan dibagi beberapa jenis : 
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1. Putusan gugur 
Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa 
gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak 
pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir 
dan mohon putusan, dijatuhkan pada sidang pertama atau 
sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. 
Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat : 
 Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir 
dalam sidang hari itu. 
 Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, 
dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak 
hadirannya itu karena suatu halangan yang sah. 
 Tergugat/termohon hadir dalam sidang.  
 Tergugat/termohon mohon keputusan. 
 dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir 
semua, maka dapat pula diputus gugur. 
 dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar 
biaya perkara. 
 tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan 
perkara baru lagi. 
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2. Putusan Verstek 
Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena 
tergugat/termohon tidak pernah hadir di persidangan meski telah di 
panggil secara patut, maka hakim berhak memutus perkara tanpa 
kehadiran tegugat/termohon. 
Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah 
untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga 
proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki 
atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan 
bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri 
para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan 
tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelsesaian 
perkara. 
 
 
B. Verstek 
1. Pengertian Verstek 
Mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya 
dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara yang 
disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim 
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya satu pihak. 
Diajukannya gugatan merupakan kepentingan penggugat 
sehingga diharapkan hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. 
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Pada saat persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak 
hadir. Apabila pihak penggugat yang tidak hadir meski telah 
dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tergugat hadir maka 
perkara dapat diputus. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan 
gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 
124 HIR/Pasal 148 RBg). Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir 
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat 
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) (vide Pasal 
125 HIR/Pasal 149 RBg). 
Adapun pengertian verstek menurut Yahya Harahap14: 
“Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan 
memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak 
hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tentukan. 
Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa 
bantahan dan sanggahan dari pihak yang tidak hadir”. 
Sedangkan menurut Soepomo15, verstek adalah pernyataan 
bahwa tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum acara ia 
harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat 
tidak pada hari sidang pertama. 
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Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm., 382 
15
R. Soepomo, Hukum Acara Perdata, hlm., 33 
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2. Tujuan Verstek 
Menurut Sudikno Mertokusum16, bahwa tidak ada keharusan 
tergugat untuk datang dipersidangan. HIR/RBg memang tidak 
mewajibkan tergugat untuk datang dipersidangan. 
Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah 
untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga 
proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki 
atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan 
bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri 
para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan 
tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelsesaian 
perkara. 
 
 
 
3. Syarat-Syarat Verstek 
Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 
RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan hakim dapat 
memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. 
Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa  untuk putusan 
verstek yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat 
sebagai berikut17: 
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Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm., 107 
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1. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari 
sidang yang telah ditantukan; 
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan 
wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap; 
3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan 
patut; 
4. Petitum tidak melawan hak; 
5. Petitum beralasan; 
Selanjutnya oleh Yahya Harahap mengemukakan syarat 
acara verstek sebagai berikut18: 
1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut; 
2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah; 
3. Tergugat tidakmengajukan eksepsi kompetensi; 
Syarat yang dikemukakan Yahya Harahap lebih 
mencantumkan bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan 
patut, serta mensyaratkan bahwa ketidakhadiran tergugat tanpa 
disertai alasan yang sah.Yahya Harahap tidak mencantumkan 
sebagai syarat dijatuhkannya putusan verstek karena gugatan tidak 
melawan hukum serta gugatan beralasan. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
melakukan acara verstek ada 2 (dua) tahapan pemeriksaan yaitu: 
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Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori, hlm., 21 
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Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm., 383 
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1. Tahap untuk menentukan terpenuhnya syarat-syarat 
perkara diputus dengan verstek, pada tahapan ini 
yang diperiksa adalah ketidakhadiran tergugat serta 
pemanggilannya apakah pemanggilan terhadap 
tergugat sudah sah dan patut. 
2. Tahap untuk menetapkan gugatan dikabulkan atau 
tidak, pada tahap ini yang diperiksa adalah apakah 
gugatan (petitum) penggugat beralasan dan tidak 
melawan hukum. 
 
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek 
Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau 
kekhilafan, bahkan tidak mustahil putusan hakim tersebut bersifat 
memihak. Maka untuk itu demi kebenaran dan keadilan setiap 
putusan hakim perlu dan dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar 
kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan hakim tersebut 
dapat diperbaiki 
Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda, tergantung 
apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. 
Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap 
putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-
Undang. Wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima 
putusan upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan 
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putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah verzet 
(perlawanan), banding dan kasasi. 
Dengan memperoleh kekuatan hukum yang yang pasti dan 
tetap, suatu putusan tidak dapat lagi diubah. Suatu putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya 
hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap terdapat upaya hukum istimewa. Untuk 
upaya hukum istimewa ini hanyalah diperoleh dalam hal-hal tertentu 
yang disebut dalam undang-undang. Termasuk upaya hukum 
istimewa adalah peninjauan kembali dan dendenverzet (Perlawanan 
pihak ketiga). 
Upaya hukum verzet merupakan perlawanan terhadap 
putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (ps 125 (3) jo. 129 
HIR, 149 (3) jo 153 Rbg. Pada dasarnya perlawanan disediakan bagi 
pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan. 
 
C. Perceraian 
1. Pengertian dan Alasan Perceraian 
Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya 
perkawinan, sebagaiman termuat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan 
bahwa, perkawinan dapat putus karena: 
1. Kematian; 
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2. Perceraian; dan 
3. Atas putusan pengadilan 
Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian 
berbeda sifatnya dengan putusnya perkawinan oleh dua alasan yang 
lainnya. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian (cerai 
hidup) menunjukkan adanya kesan perselisihan maupun pertengkaran 
perihal suami istri yang menyebabkan ikatan perkawinan mereka tidak 
dapat dipertahankan lagi. Sedangkan putusan perkawinan karena 
kematian (cerai mati) tidak menunjukkan adanya kesan perselisihan 
dan pertengkaran tersebut. Penyebab ini lebih merupakan karena 
salah satu pihak telah meninggal dunia sehingga ikatan perkawinan di 
antara mereka secara mutatis mutandis hilang dengan sendirinya. 
Lain halnya lagi dengan putusnya perkawinan oleh putusan 
pengadilan. Penyebab ini dapat dikatakan karena pengkhususan dari 
penyebab karena perceraian namun lebih menekankan pada 
bubarnya ikatan perkawinan karena penetapan atau “pembatalan” di 
muka pengadilan, berbeda dengan perceraian yang prosesnya 
berawal bahkan sebelum perceraian tersebut menempuh jalur litigasi 
di pengadilan. 
Secara etimologis (bahasa) berdasarkan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, kata “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” 
yang berarti pisah; putus hubungan sebagai suami istri. Lalu 
mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang menunjukkan 
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sifatnya sebagai kata benda abstrak yang berarti perihal berceraian; 
perbuatan (hal dan sebagainya); perpisahan.19 
Menurut ahli Fiqh Islam ta‟rif Talaq menurut bahasa Arab 
melepaskan ikatan. Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan 
perkawinan. Sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan 
perceraian adalah tindakan memisahkan diri untuk memutuskan 
hubungan antara satu dengan yang lainnya (antara suami dan istri. 
Dapat pula diartikan sebagai terputusnya ikatan aqad nikah sebagai 
suami istri, Dengan kata lain apabila telah jatuh talak, maka hubungan 
antara suami istri yang telah bertalak itu tidak boleh lagi terjadi 
sebagaimana layaknya sebelum talak. 
Secara terminologis atau berdasarkan istilah agama atau 
syara‟, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya 
perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian 
adalah putusnya ikatan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami 
terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama 
Islam, yang dapat pula disebut dengan “cerai talak”. Cerai talak ini 
selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, 
juga dapat dilakukan oleh seorang istri jika suami melanggar peranjian 
taklik talak. 
                                                             
19
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 185. 
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Beberapa pakar turut mengemukakan pengertian 
perceraian: 
- Syadsafi mustopha mengemukakan bahwa  “apabila 
dalam pergaulan suami isteri setelah diusahakan 
sedemikian rupa ternyata tidak mencapai tujuan 
berumah tangga menimbulkan kebencian, 
percekcokan, permusuhan, bahkan membahayakan 
keselamatan jiwa salah satu pihak maka dibuka suatu 
jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan guna memberi kebebasan kepada masing-
masing pihak untuk menentukan nasibnya sendiri-
sendiri, yakni dengan suatu cara „perceraian‟ 
walaupun hal tersebut adalah upaya terakhir. Dengan 
kata lain perceraian adalah upaya terakhir.” 
- Subekti “Perceraian adalah penghapusan perkawinan 
dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak 
dalam perkawinan itu.” 
 
Adapun alasan perceraian telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) adalah sebagai 
berikut: 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, 
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/istri; 
f. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga 
 
Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena 
alasan sebagai berikut:  
29 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, 
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/istri; 
f. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga; 
g. Suami melanggar taklik-talak; 
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 
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2. Jenis Perceraian 
Adapun cara bercerai menurut ketentuan-ketentuan tentang 
perceraian dalam Undang-undang (Pasal 39 dengan Pasal 41) dan 
tata cara perceraian dalam peraturan pelaksanaan (Pasal 14 sampai 
dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam 
perceraian yaitu;: 
a. Cerai Karena Talak 
b. Cerai Gugat 
 
Untuk kedua macam perceraian tersebut harus dengan 
salah satu alasan seperti penulis kemukakan sebelumnya. Lebih 
lanjut tentang kedua macam perceraian tersebut akan diuraikan 
dibawah ini. 
a) Cerai Karena Talak 
Cerai talak adalah seorang suami yang telah 
melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan 
menceraikan istrinya, mengajukan kepada pengadilan di tempat 
tinggalnya, yang berisi tentang pemberitahuan bahwa ia 
bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya 
serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang keperluan 
dimana seperti yang dimaksud suami tersebut. 
 
31 
b) Cerai Gugat 
Gugatan perceraian dapat diajukan oleh seorang istri yang 
melangsungkan perkawinan secara Islam dan oleh seorang suami 
atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut 
agamanya dan kepercayaannya selain Agama Islam.Bagi yang 
melaksanakan perkawinannya menurut Agama Islam, gugatan 
perceraian diajukan istri ke Pengadilan Agama.Selain itu bagi mereka 
yang melangsungkan perkawinannya selain Agama Islam maka 
gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. 
Dalam pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh seorang istri 
atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya berada di 
tempat kediaman tergugat.Dalam hal tergugat tempat kediamannya 
tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang 
tetap, gugatan perceraiannyadiajukan ditempat kediaman penggugat. 
Apabila gugatan perceraian yang diajukan oleh istri adalah 
alasan shiqaq maka gugatan yang demikian dapat diterima,apabila 
telah cukup bukti bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab 
perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh 
hakim apabila berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan 
suami-istri. Dalam hal ini telah disebutkan sebelumnya bahwa salah 
satu alasan perceraian yang dapat diajukan adalah pertengkaran dan 
perselisihan yang terjadi antar suami dan istri dan tidak dapat rukun 
lagi, yaitu tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Tata Cara Perceraian 
1. Tata Cara Perceraian Cerai Talak 
Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara cerai talak atau perceraian 
telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian pengaturannya 
disempurnakan lebih lanjut dalam Pasal 66 sampai Pasal 72 Undang-
undang Nomor 7 yahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 
sampai Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. 
Dari ketentuan di atas, dalam pelaksanaannya bahwa 
pengajuan yang dilakukan haruslah berbentuk tertulis (surat). Surat 
yang dimaksud di sini bukanlah surat permohonan melainkan surat 
pemberitahuan bahwa suami tersebut ingin menceraikan istrinya dan 
meminta Pengadilan agar mengadakan sidang untuk keperluan itu. 
Jika telah terjadi perceraian di muka pengadilan itu, maka ketua 
pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. 
Permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadian Agama harus 
memuat hal-hal sebagai berikut: 
a. Nama; 
b. Umur; 
c. Tempat kediaman pemohon (suami); 
d. Tempat kediaman termohon (istri); 
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e. Alasan-alasan yang menadi dasar cerai talak. 
Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari isi surat 
permohonan cerai talakdimaksud dan dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh hari) memanggil pemohon dan istrinya untuk 
meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 
dengan maksud menjatuhkan talak. 
Pada sidang hari pertama, pemeriksaan permohonan cerai 
talak, hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi 
jika hakim tidak dapat lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak dan 
cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak 
dapat lagi hidup rukun bersama dalam rumah tangga, maka 
Pengadilan Agama menjatuhkan penetapannya tentang izin bagi 
suami mengikrarkan talak 
2. Tata Cara Perceraian Cerai Gugat 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara pemeriksaan cerai 
gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai 
dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
Sementara itu, tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan ke 
Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan 
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum 
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Islam. Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 
menegaskan sebagai berikut: 
1) Pengajuan gugatan 
Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989, gugatan perceraian tidak lagi diajukan kepada pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, tetapi kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan 
tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Perubahan ketentuan 
ini untuk melindungi kaum wanita dan pada istri khususnya. 
Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak 
diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan 
perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman 
penggugat. Begitu juga dalam hal tergugat yang bertempat tinggal 
diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan tempat 
kediaman penggugat dan selanjutnya ketua pengadilan 
menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui 
Perwakilan Republik Indonesia setempat. 
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Dalam hal gugatan perceraian karena alasan salah satu 
pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 
luar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau dua tahun 
terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah kepada pengadilan di 
tempat kediaman penggugat. Gugatan perceraian atas alasan ini 
dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap 
tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. 
Seandainya apabila gugatan perceraian tersebut didasarkan 
pada alasan syiqaq, maka diajukan kepada pengadilan di tempat 
kediaman tergugat. Gugatan yang demikian dapat diterima. 
Sementara itu bila gugatan perceraian didasarkan pada 
alasan salah satu pihak mendapat pidana maka untukmemperoleh 
putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan 
salinan putusan pengadilan pidana yang berwenang dan memutuskan 
perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri 
meninggal dunia sebelum adanya putusan perceraian itu. 
2) Pemanggilan 
Setiap kali diadakan sidang pemeriksaan, pengadilan yang 
memeriksa gugatan perceraian tersebut, baik penggugat maupun 
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tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang, 
yang dilakukan oleh juru sita atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan. 
Pengadilan dilakukan dan disampaiakan secara patut dan 
sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atas kuasa mereka 
selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka, yang 
disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Pengadilan kepada 
tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatannya. Apabila 
penggugat maupun tergugat tidak dapat dijumpai, maka panggilannya 
disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. 
Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan perceraian 
pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya 
melalui satu aau beberapa surat kabar atau media massa lain yang 
ditetapkan oleh pengadilan seandainya tempat kediaman tergugat 
tidak jelas atau tidak mempunyai kediaman yang tetap. Pengumuman 
dimaksud dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu 
bulan antara pengumuman pertama dan kedua.tenggang waktu 
antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-
kurangnya tiga bulan. Dalam hal yang demikian sudah dilakukan dan 
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa 
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau 
tidak beralasan. Walaupun demikian tidak dengan sendirinya 
merupakan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan 
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perceraian tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan 
yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan. Seandainya 
tergugat berada dan berkediaman diluar negeri maka panggilan 
disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. 
 
3) Pemeriksaan 
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 
berkas/surat gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan. 
Penetapan yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan 
gugatan perceraian sebagai usaha mempercepat proses penyelesaia 
perkara perceraian, karena makin cepat perakara itu diselesaikan oleh 
pengadilan semakin baik, bukan saja bagi kedua suami istri itu, 
melainkan bagi keluarga dan apabila mereka mempunyai anak 
terutama baik bagi anak-anaknya. 
Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan 
gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan 
dan diterimanya pemanggilan oleh penggugat maupun tergugat atau 
kuasa dari mereka. Hal ini agar baik para pihak maupun saksi-saksi 
mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna 
menghadapi sidang tersebut, terutama kepada tergugat harus diberi 
waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik 
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isi gugatan perceraian. Khusus terhadap gugatan perceraian yang 
pihak tergugat terdapat di luar negeri, maka sidang pemeriksaannya 
ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak 
dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan. 
Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, pihak yang 
berperkara yaitu pihak suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang 
atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada 
kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, serta 
surat keterangan lainnya yang diperlukan. Pemeriksaan gugatan 
perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang 
sebelumnya dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.Pemeriksaan 
gugatan perceraian dengan sidang tertutup dikarenakan menyangkut 
rahasia sebuah keluarga. 
4) Perdamaian 
Prinsip perdamaian dalam menyelesaikan pemeriksaan 
sengketa perkawinan sebelum dan selama gugatan perceraian belum 
diputuskan oleh pengadilan, usaha mendamaikan kedua belah pihak 
selalu dilakukan oleh hakim.Usaha ini tidak terbatas pada sidang 
pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan 
pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. 
Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta 
bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Pasal 
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130 HIR/ Pasal 154 RBg menetapkan bahwa jika perdamaian tercapai 
pada waktu persidangan, maka oleh hakim dibuatkan suatu akta 
perdamaian yang mana suami istri diwajibkan untuk melaksanakan isi 
perdamaian itu, yang berkekuatan hukum dan harus dijalankan sama 
seperti putusan biasa dan tidak dapat dimohonkan banding. Jadi, akta 
perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti 
putusan pengadilan dan suami istri wajib melaksanakan isinya, sebab 
di dalam akta perdamaian tersebut hakim telah memuat apa-apa saja 
yang menjadi kehendak dan keinginan para pihak yang berperkara 
dalam rangka mengakhiri gugatan perceraian tersebut. 
Apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada 
sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu 
dicapainya perdamaian tersebut.Bagi suami istri yang beragama 
Islam, biasanya pengadilan agama meminta bantuan kepada Badan 
Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian setempat. 
5) Pisah Rumah dan Kewajiban Nafkah 
Sebelum putusan dijatuhkan, selama berlangsungnya 
gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat 
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, demi 
kebaikan suami istri beserta anak-anaknya, pengadilan dapat 
mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 
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Demikian pula proses perceraian yang sedang terjadi antara suami 
istri, tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan 
tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. 
Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki 
bersama oleh suami istri maupun harta kekayaan suami atau istri 
yang menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang 
demikian buakn saja menimbulkan kerugian kepada suami istri 
melainkan mungkin mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. 
Oleh karena itu, selama berlangsungnya gugatan 
perceraian, permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat: 
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami; 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
pemeliharaan dan pendidikan anak; 
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 
bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi 
hak istri. 
6) Putusan Pengadilan 
Walaupun pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam 
sidang tertutup, namun putusan mengenai gugatan perceraian harus 
diucapkan dalam sidang terbuka, kalau tidak diancam dengan 
kebatalan demi hukum, yaitu putusan yang tidak (akan) mempunyai 
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kekuatan hukum dan sah sebagai suatu putusan yang dapat 
dijalankan. Atas putusan pengadilan ini, dapat dimintakan banding 
oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila peraturan perundang-
undangan menentukan lain.  
Dalam putusan pengadilan selain harus memuat alasan-
alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu 
dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. Suatu perceraian dianggap 
terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya 
pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat 
Perkawinan, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung 
sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan 
Hukum yang tetap. 
D. Kompetensi Pengadilan Agama 
Secara historis, peradilan agama sebagai badan peradilan 
dalam masyarakat muslim, telah ada di Inonesia sebelum 
kedatangan Belanda dan tetap memberikan pelayanan hukum 
walaupun dihambat oleh kekuasaan penjajah. Pengadilan Agama 
saat itu, selain menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada 
zaman penjajahan Belanda, juga memainkan peran yang menonjol 
dalam bidang Pengadilan Agama, terlepas dari muatan politis 
upaya Belanda dalam rangka menarik simpati umat Islam. 
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Setelah Indonesia merdeka, eksistensi Peradilan Agama 
dikonsolidasikan dengan terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 
1 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. 
Eksistensi dan peran Peradilan Agama semakin mantap dengan 
terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1970, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985, dan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 
Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 
Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 memuat penegasan bahwa 
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu.Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan 
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi 
Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 
Pengadilan Negara Tertinggi. 
Sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU 
No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 
berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah kabupaten/kota, yang pembinaan teknis peradilan, 
organisasi, administrasi, dan finansial pengadilannya dilakukan 
oleh Mahkamah Agung, tetapi pembinaan dimaksud tidak boleh 
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara. 
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Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Jo.UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU 
No. 50 Tahun 2009, Yaitu: 
a. Perkawinan 
Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal 
yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang 
mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariah, 
antara lain: 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang 
belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, salam 
hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus 
ada perbedaan pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
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10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Penguasaan anak-anak 
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya 
bertanggungjawab tidak mematuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan 
oleh suami kepada bekas istri atau penentuan 
suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang 
tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh 
pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali 
dicabut; 
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak 
yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal 
orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta 
benda anak yang ada dibawah kekuasaannya; 
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan 
pengangkatan anak berdasarkan hukum islam; 
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21. Putusan tentang hal penolakan pemberian 
keterangan untuk melakukan perkawinan 
campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 
terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 
yang lain. 
b. Waris 
Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan 
siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai 
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing 
ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta 
peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan 
atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa 
yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-
masing ahli waris. 
c. Wasiat 
Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan 
seseorang memberikan suatu benda atau manfaat 
kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang 
berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal 
dunia. 
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d. Hibah 
Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian 
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang atau badan hukum untuk dimiliki. 
e. Wakaf 
Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan 
seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 
untuk angka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guan keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah. 
f. Zakat 
Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib 
disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum 
yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan 
ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang 
berhak menerimanya. 
g. Infaq 
Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan 
seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain 
guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, 
minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau 
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menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan 
rasa ikhlas, dan karena Allah SWT. 
h. Shadaqah  
Yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan 
seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum secara spontan dan 
sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah 
tertentu dengan mengharap ridho Allah dan pahala 
semata. 
i. Ekonomi syariah 
Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan 
atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 
prinsip syariah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang 
berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian 
penulisan skripsi ini, dipilih lokasi penelitian di Kota Majene dengan 
objek penelitian yaitu pengadilan Agama Majene. 
Pengadilan Agama Majene dipilih penulis mengingat di 
Pengadilan Agama Majene banyak diputus perkara secara verstek 
dan membebani pembuktian pada pemohon dalam perkara verstek.   
 
B Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung 
dengan pihak yang berperkara, dalam hal ini hakim yang memutus 
perkara tersebut. 
2. Data sekunder 
Data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau 
pengacara ataupun akademisi yang didapatkan dari buku-buku, 
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hasil penelitian, jurnal ilmiah, sebagai data pendukung yang 
berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. 
 
 
C Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam 
penyusunan penelitian ini yaitu: 
1. Metode penelitian pustaka (Library Research) 
Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan jalan menelaah 
beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan 
diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan 
dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang 
akan dijadika sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk 
menganalisis masalah dalam penelitian ini. 
2. Metode penelitian lapangan (Field Research) 
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan 
teknik wawancara (interview), yaitu peneliti akan melakukan wawancara 
langsung dengan responden. Responden yang dimaksud adalah hakim 
yang dipilih penulis dalam penelitian ini. 
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D Analisis Data 
Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data 
sekunder, dianalisis dengan teknik  kualitatif kemudian disajikan secara 
normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV  
PEMBAHASAN 
 
A. Ketidakhadiran Tergugat Dalam Hal Penjatuhan Putusan Verstek 
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene 
Sebelum membahas mengenai proses beracara dalam 
putusan verstek terhadap perkara perceraian, maka berikut ini penulis 
akan terlebih dahulu memaparkan banyaknya perkara yang telah 
diselesaikan oleh Pengadilan Agama Majenedari tahun 2011-2013 
yaitu: 
1. Statistik perkara yang masuk di Pengadilan Agama Majene 
Tahun 2011-2013 
N0 Perkara Yang Diputus 2011 2012 2013 
1 Perkara yang masuk 136 187   226 
2 Perceraian 103 125   132 
3 Lain-lain (itsbat, perwalian, 
hibah, wasiat,dll) 
33 62    94 
Sumber: Kantor Pengadilan Agama Majene, Tahun 2014 
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Data di atas menunjukkan bahwa perkara perceraian sejak 
tahuns 2011-2013 merupakan perkara terbanyak yang masuk di 
Pengadilan Agama dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya.Hal 
ini menunjukkan perkara perceraian di kalangan masyarakat semakin 
meningkat. 
Banyaknya pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh 
pihak istri dan cerai karena talak yang diajukan oleh pihak suami sejak 
tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
2. Statistik perkara di bidang perceraian Pengadilan Agama 
Majene Tahun 2011-2013 
N0 Jenis Perkara 2011 2012 2013 
1 Cerai Talak 38 42      47 
2 Cerai Gugat 65 83 85 
Sumber: Kantor Pengadilan Agama Majene, Tahun 2014 
 
Berdasarkan data di atas penulis dapat kemukakan bahwa 
perkara perceraian dengan cerai gugat lebih banyak dibandingkan 
dengan cerai karena talak. 
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Berdasarkan hal tersebut disadari perceraian bukan sebagai 
hal baru dalam masyarakat. Kasus perceraian terus meningkat seiring 
dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nailai 
sosial.Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di 
kalangan kaum hawa, ikut pula mempengaruhi tingginya angka 
perceraian yang di ajukan istri terhadap suami. 
Tommy SH. (Hakim Pengadilan Agama Majene) 
menjelaskan bahwa ada semacam pergeseran nilai-nilai dalam 
kehidupan masyarakat. Zaman dahulu istri takut jika diceraikan oleh 
suaminya dan banyak dari istri rela untuk dipoligami.Kenyataan 
sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar dari kasus perceraian 
istrilah yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. 
Selanjutnya penulis mempersentasekan perkara yang 
diputus verstek. 
 
No 
 
Tahun 
Persentase perkara perceraian yang di putus 
verstek (%) 
1 2011                                50 
2 2012 60 
3 2013                                75 
Sumber: Kantor Pengadilan Agama Majene, Tahun 2014 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka 
diperoleh data statistik di atas, sehingga penulis dapat menyimpulkan 
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bahwa perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama 
Majene lebih banyak diselesaikan dengan putusan verstek. 
Secara umum, proses penyelesaian perkara perdata melalui 
jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang 
merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Gugatan 
merupakan titik dasar penanganan perkara karena menjadi acuan 
pemeriksaan dalam beracara di depan persidangan. Penggugat yang 
hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum 
yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut 
haknya. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Tanggal 7 Juli 1971, Reg. No. 294 K/Sip/1971 juga mensyaratkan 
bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan 
hukum. 20 
Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan 
proses pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan 
salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang 
diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna 
adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. 
Apabila formulasi surat gugatan tidak dipenuhi, maka akibat 
hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat 
diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard).  
                                                             
20
 Darwan Prints, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 3. 
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Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang di 
Pengadilan, terutama yang datang di Pengadilan dalam lingkup 
Peradilan Agama, adalah masyarakat yang awam tentang hukum. 
Karena itu, para pencari keadilan yang datang kepadanya hampi 
seluruhnya dalam menyampaikan gugatan atau permohonan tidak 
dengan surat gugatan atau permohonan yang dibuat sesuai standar 
surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan hukum acara.21 
Dalam menghadapi masyarakat pencari keadilan semacam 
ini, sesuai asas peradilan: Pengadilan membantu para pencari 
keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan 
dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan 
biaya ringan. Pengadilan berkewajiban membantu para pencari 
keadilan untuk memberikan arahan-arahan tentang bagaimana 
caranya membuat surat gugatan atau permohonan yang benar 
menurut ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencari keadilan 
dimaksud buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis, gugatannya 
harus disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, dan Ketua 
Pengadilan dapat melimpahkan kekuasaannnya tersebut kepada 
hakim lain guna merumuskan gugatan lisan tersebut kedalam surat 
gugatan atau permohonan. 
Surat gugatan atau permohonan harus ditandangani oleh 
pihak penggugat atau pemohon, atau ditandatangani oleh 
                                                             
21
Taufik hamami, 2003, Kedudukan dan eksistensi Pengadilan Agama dalam sistem tata 
hukum di Indonesia, Bandung: PT. Alumni. Hlm. 135. 
56 
kuasanya/wakilnya bila perkara tersebut dikuasakan atau diwakilkan 
kepada orang lain. Namun, untuk perkara gugatan/permohonan yang 
diajukan secara lisan (penggugat/pemohon yang buta huruf), surat 
gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua 
Pengadilan/Hakim yang merumuskan surat gugatan/permohonan 
tersebut. 
Gugatan/permohonan yang telah memenuhi persyaratan  
setelah didaftarkan pada kepaniteraan kemudian disampaikan kepada 
ketua pengadilan agama guna menunjuk majelis hakim yang 
ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 
Setelah ketua Pengadilan Agama Majene menerima berkas 
perkara dari panitera, segera menetapkan majelis yang akan 
memeriksa dan memutusnya. Seperti halnya penyerahan berkas ke 
ketua pengadilan. Maka, penyerahan kepada majelis pun harus 
dilakukan dengan cepat paling lambat 7 (Tujuh) hari dari tanggal 
penetapan majelis, karena majelis harus segera pula menetapkan hari 
sidang dan jangka waktu penerbitan penetapan hari sidang 
disesuaikan dengan kondisi para pihak berperkara (jarak jauh 
dekatnya). Untuk yang diketahui alamat/tempat kediamannya di 
Indonesia, selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara tersebut 
terdaftar pada Kepaniteraan.Untuk yang berada di luar negeri, 
tenggang waktunya sekurang-kurangnya 6 (enam) buka, dan untuk 
yang tidak diketahui tempat kediamannya tenggang waktunya 
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sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak perkara tersebut terdaftar 
pada Kepaniteraan Pengadilan. 
Setelah melampaui tahap pengajuan gugatan, pembayaran 
biaya, registrasi perkara, penetapan majelis, hingga penetapan hari 
sidang, maka tahap selanjutnya adalah tindakan pemanggilan pihak 
penggugat dan tergugat untuk hadir didepan persidangan 
pengadilan.Dalam penetapan hari sidang telah dicantumkan perintah 
kepada juru sita untuk memanggil kedua belah pihak. 
Menurut Tommy panggilan sah adalah panggilan yang 
dilakukan oleh pejabat/jurusita, dan panggilan patut adalah tenggang 
waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dengan hari sidang 
paling sedikit 3(tiga) hari kerja. 
Pemanggilan kepada para pihak yang berperkara, harus 
disampaikan secara patut dan resmi. Panggilan yang patut dan resmi 
patokannya sesuai ketentuan pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 
1975 dan Pasal 390 HIR serta Pasal 718 RBg. Yaitu: 
1. Tenggang waktu diterimanya surat panggilan sampai dengan 
pelaksanaan hari dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya 3 
(tiga) hari. Tenggang waktu ini untuk memberikan kesempatan 
kepada pihak yang dipanggil terutama tergugat atau termohon 
guna mempelajari surat gugatan atau permohonan secara cukup, 
sehingga baginya dapat mempersiapkan jawabannya pada 
persidangan tersebut. 
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2. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat 
kediamannya. Apabila yang dipanggil tidak dapat diemui di tempat 
kediamannya, panggilan disampaikan melalui kantor desa/lurah 
tempat kediaman yang dipanggil. Ada pendapat yang menyatakan, 
bahwa dalam hal juru sitatidak mendapatkan orang yang dipanggil 
di tempat kediamannya, dan di tempat kediaman tersebut juru sita 
bertemu dengan keluarganya, sepanjang keluarganya yang 
bertemu dengan juru sita tersebut sanggup untuk menyampaikan 
kepada yang dipanggil, juru sita dapat menyampaikan atau 
menitipkan kepadanya dan yang dititipi harus menandatangani 
surat panggilan tersebut. 
3. Untuk tergugat atau termohon pada surat panggilannya 
dilampirkan salinan surat gugatan/permohonan. 
4. Untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat 
tempat kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan dilakukan 
sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara 
panggilan pertama dan panggilan yang kedua, dan panggilan 
kedua dengan pelaksanaan hari dan tanggal persidangan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
5. Untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat 
tempat kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan dilakukan 
dengan cara menempelkan salinan surat gugatan atau 
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permohonan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan 
mengumumkannya melalui media massa. 
6. Untuk tergugat atau termohon yang bertempat kediaman di luar 
negeri, panggilan harus disampaikan kepadanya melalui 
perwakilan Indonesia setempat, juga harus memenuhi tenggang 
waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. 
Peristiwa yang ditemui oleh juru sita atau juru sita pengganti 
saat menyampaikan panggilan, apakah ia bertemu langsung dengan 
yang dipanggil atau tidak, atau apa yang dikatakan oleh yang 
dipanggil maupun umpamanya bagaimana cara penyampaian 
panggilannya, harus dicatat dalam berita acara (relaas) panggilan 
kepada Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut 
sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil. 
Selanjutnya yaitu tahapan persidangan. Untuk mengetahui 
lebih jelas tentang pelaksanaan ataupun penerapan hukum 
khususnya pelaksanaan verstek dalam proses penyelesaian suatu 
perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, maka sebagai 
gambaran akan penulis bahas tentang putusan perceraian 
No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj dalam perkara cerai talak dari proses 
pemanggilan hingga dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim. 
a. Kasus posisi 
Akram bin Alimuddin, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan 
terakhir SMA, pekerjaan kontraktor, beretempat tinggal di 
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Lingkungan Tande, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, 
Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon. Melawan 
Masyita binti Muslimin, umur 26 Tahun, Agama Islam, pendidikan 
Sd, pekerjaan penjual pulsa, bertempat tinggal di Dusun Karema, 
Desa Tammero‟do, Kecamatan Tammero‟do Sendana, Kabupaten 
Majene, selanjutnya disebut sebagai termohon. 
Surat permohonan pemohon tertanggal 21 Januari 2012 yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam 
Register Nomor 14/Pdt.G/2013/PA.Mj. Pemohon mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah 
menikah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 M, 
bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H. berdasarkan 
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2011, tertanggal 03 
Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tammero‟do Sendana, Kabupaten Majene. 
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal 
bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di 
Karema, Kecamatan Tammero‟do Sendana secara bergantian 
di rumah orang tua Pemohon di Tande, Kecamatan Banggae 
Timur, selama 1 Tahun 7 bulan, namun belum dikarunai anak. 
61 
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon, rumah 
tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan 
dan pertengkaran disebabkan karena: 
- Termohon selalu marah kalau Pemohon keluar rumah 
- Termohon selalu mencurigai Pemohon berhubungan 
denagn perempuan lain, namun Pemohon menjelaskan, 
tetapi Termohon tidak menerima penjelasan. 
4. Bahwa pada bulan Agustus 2012 puncak perselisihan dan 
pertengkaran terjadi karena Termohon cemburu serta 
Termohon mengusir Pemohon yang akibatnya pada saat itu 
juga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya Pemohon di 
Tande, Kecamatan Banggae Timur, hingga Pemohon hidup 
terpisah dengan Termohon. 
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal 
sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang telah berlangsung 
5 bulan, 
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan 
Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan 
keberadaannya, karena antara Pemohon dengan Termohon 
sudah idak saling memperdulikan lagi, dan perceraian 
merupakan jalan terbaik. 
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7. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah 
berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun 
tidak berhasil. 
Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan. 
Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang 
lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas 
panggilan tanggal 6 Februari 2013, Termohon telah dipanggil secara 
resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan 
oleh suatu halangan yang sah. 
Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran 
Termohon disidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat 
imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat 
mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, 
undang-undang tidak memaksakan penerapan acara verstek secara 
imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan verstek terhadap 
termohon yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya 
bersifat fakultatif. Kepada hakim diberi kebebasan untuk 
menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, 
diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan
22
. 
1. Ketidakhadiran Termohon pada Sidang Pertama, Langsung 
Memberi Wewenang Kepada Hakim Menjatuhkan Putusan Verstek 
                                                             
22
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm., 388-389 
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Seperti telah dijelaskan diatas, apabila Termohon telah 
dipanggil secara patut namun tidak datang menghampiri sidang 
pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan 
acara verstek, dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Tindakan 
itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau ex officio, meskipun 
tidak ada permintaan dari pihak Pemohon23. 
Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial 
sesuai dengan audi alteram partem, jika Termohon tidak hadir 
memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak langsung 
menghukumnya dengan putusan verstek. Oleh karena itu, hakim yang 
bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan 
acara verstek, tetapi memberikan kesempatan lagi kepada Termohon 
untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan 
pemeriksaan24. 
2. Mengundurkan Sidang dan Memanggil Tergugat Sekali Lagi 
Jika hakim tidak langsung menjatuhkan keputusan verstek 
pada sidang pertama25: 
*              Hakim memerintahkan pengunduran sidang; 
*             Berbarengan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil 
Termohon untuk kali yang kedua, supaya datang menghadiri 
persidangan pada tanggal yang ditentukan 
                                                             
23
ibid, hlm., 389 
24
Ibid, hlm., 389 
25
Ibid, hlm., 389 
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Oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan 
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta 
ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah maka upaya proses mediasi 
tidak dapat dilaksanakan.Lalu ketua majelis menyatakan sidang 
tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan 
Pemohon dan Pemohon mempertahankan isi permohonannya. 
Selanjutnya dilakukan pembuktian, atas perintah ketua 
majelis Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan 
Akta Nikah, oleh ketua majelis hakim bukti tersebut dicocokkan 
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan 
cap pos. 
Pembuktian selanjutnya yaitu pembuktian saksi, pemohon 
diwajibkan untuk menghadirkan saksi yang sekurang-kurangnya 2 
orang, kesaksian dalam proses perceraian sendiri berbeda dengan 
kesaksian pada proses beracara lainnya. Menurut Tommy (Hakim di 
PA Majene): saksi-saksi dalam proses perceraian berlaku khusus 
yaitu saksi adalah keluarga terdekat, dimana saksi itu mutlak dan 
wajib bagi pemohon. Ini dimaksudkan untuk menghindari dalil-dalil 
pemohon rekayasa. 
Setelah sidang pembuktian, Pemohon membacakan 
kesimpulan serta menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.Dan 
atas pernyataan ketua majelis Pemohon menyatakan tidak akan 
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mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan. Lalu ketua 
majelis menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah selesai. 
Setelah itu Persidangan Permusyawaratan majenlis Hakim 
yang dilaksanakan dalam keadaan tertutup untuk umum, karena apa 
yang dimusyawarahkan dalam rangka pengambilan putusan  bersifat 
rahasia, dan baru boleh diketahui oleh khalayak terutama para pihak 
yang berperkara, pada saat persidangan pembacaan putusan. 
Setelah musyawarah majelis menyatakan sidang terbuka 
untuk umum kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan 
patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir. 
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek. 
3. Memberi izin kepada Pemohon, akram bin Alimuddin untuk 
menjatuhkan talak satu raj‟I terhadap Termohon, Masyita binti 
Muslimin di depan sidang Pengadilan Majene. 
4. Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah). 
b. Komentar dan Analisis Penulis 
Berdasarkan putusan diatas dan penjelasan dari beberapa 
hakim dan panitera Pengadilan Agama Majene, maka penulis dapat 
mengetahui dengan jelas bahwa putusan verstek itu dapat dijatuhkan 
ketika, pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh oleh 
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pengadilan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan 
sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang 
lain atau wakilnya menghadap di muka persidangan sebagai 
kuasanya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut. 
Dalam sidang permohonan cerai talak, pada sidang pertama 
pemeriksan permohonan cerai talak, Majelis Hakim, berdasarkan 
Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 
50 Tahun 2009, berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam 
sidang perdamaian itu suami istri harus datang secara pribadi, kecuali 
salah satu pihak berada di luar negara dan tidak dapat menghadap 
secara pribadi, maka dapat diwakili oleh kuasanya yang secara 
khusus dikuasakan untuk itu. 
Karena termohon tidak pernah menghadap di muka 
persidangan maka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak 
sudah tidak dapat dilakukan.Dan karena pemohon tetap pada maksud 
permohonannya untuk menuntut cerai maka permohonan Pemohon 
dibicarakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon. 
Dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon mengajukan 
alat bukti berupa kutipan akta nikah dan dua orang saksi dari pihak 
keluarga terdekat. Dari kesaksian tersebut ditemukan fakta-fakta 
kejadian yang saling bersesuaian dan berkaitan dengan satu samalain 
serta mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari permohonan 
Pemohon. 
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim 
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diduga 
telah pecah dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun 
dalam rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon 
dianggap telah gagal mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 
Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 
149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya 
Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 
beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk 
membuktikan dalil-dalil permohonannya, berdasarkan dalil-dalil 
tersebut yang dikuatkan oleh alat bukti, yang dihubungkan dengan 
keterangan dua orang saksi.  Seperti halnya yang dikemukakan oleh 
Bapak Tommy, SH, bahwa salah satu dasar pertimbangannya dalam 
menjatuhkan putusan verstek yaitu apabila sudah memenuhi salah 
satu alasan perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 
PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan 
pertimbangan lainnya adalah Termohon telah dipanggil dua kali 
berturut-turut secara sah dan patut, namun Termohon tidak datang 
atau tidak menyuruh seseorang untuk menghadap ke persidangan 
sebagai kuasanya, serta Pemohon tidak menambah atau mengurangi 
(tetap pada permohonannya). 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan oleh 
penulis bahwa acara ketidakhadiran Tergugat/Termohon dalam hal 
penjatuhan pusan verstek telah sesuai dengan hukum yang berlaku. 
 
B. Landasan Hukum Pembuktian Perkara Verstek 
Pada saat sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak 
hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan 
yang telah ditentukan, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak 
yang tidak hadir bisa saja Pemohon dan bisa juga Termohon. 
Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut pasti akan 
menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak 
hadir adalah Pemohon, maka perkaranya digugurkan dan 
diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia 
terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun apabila 
pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Termohon tidak hadir 
ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan, 
padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan 
dengan verstek. 
Dalam menghadapi masalah ketidakhadiran Termohon, 
Pengadilan Agama Majene melakukan pemanggilan sampai dua kali. 
Jika pemanggilan pertama Termohon tidak hadir, pengadilan 
melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah memenuhi 
kriteria sah atau patut. Sah dalam arti, termohon dipanggil 
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berdasarkan alamat yang tertera dalam surat gugatan, dan 
kepatutannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari 
persidangan. Kalau ada kesalahan pemanggilan, berarti panggilan 
tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang 
dipanggil, oleh karena itu harus diperintahkan untuk dipanggil lagi. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa “Hukum Acara 
yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah 
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 
undang-undang ini” 26. 
Dengan berdasarkan pasal diatas, maka jelaslah ketentuan 
putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke 
Hukum Acara Pengadilan Umum, yang mana pembuktian tidak 
terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut. Hukum 
Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan 
Umum adalah HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan RBg bagi 
daerah luar Jawa dan Madura. Jadi praktek perundang-undangan 
yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga di 
lingkungan Pengadilan Agama adalah Pasal 125 HIR dan Pasal 149 
                                                             
26
Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,(Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama:Jakarta,2006) hlm., 63 
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RBg, yang berbunyi: “Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, 
tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir 
sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka 
gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau 
ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau 
tidak beralasan”. 
Pembuktian dalam putusan verstek menurut Soepomo dan 
Retno Wulan Susanto adalah tidak perlu dilakukan,yakni ketika 
tergugat tidak datang dipersidangan setelah dilakukan panggilan 
secara resmi, dan baru diadakan sesudah ada perlawanan. Lain 
halnya dengan apa yang dikemukakan oleh A. Mukti Arto, bahwa 
putusan verstek dijatuhkan tanpa pembuktian lebih dahulu dalil 
gugatan yang diajukan oleh penggugat karena tidak dibantah oleh 
tergugat, kecuali dalam perkara perceraian. Artinya pendapat tersebut 
pengecualian dari ketentuan HIR dan RBg.   
Salah satu yang menjadi dasar hakim dalam membebani 
pembuktian pada pemohon pada proses perceraian terhadap putusan 
verstek dapat dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang 
pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan, pada poin (10) : Dalam hal termohon tidak hadir di 
persidangan dan perkara akan di putus verstek, Pengadilan Agama 
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tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya 
adanya alasan perceraian yang didalilkan pemohon. 
Selain itu menurut Ribeham, S.Ag (Hakim di PA Majene), 
secara tekstual pembuktian tidak diatur dalam Pasal 149 RBg dan 125 
HIR, adapun alasan pembebanan pembuktian pada pemohon dapat 
dilihat pada pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, dimana pada 
pasal tersebut mengisyratkan bahwa gugatan perceraian karena 
antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi 
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu 
dan setelah mendengar pihak-pihak keluarga serta orang-orang yang 
dekat dengan suami-istri itu. Selain itu PA majene selalu mengunakan 
dan mempertimbangkannya, karena pembuktian merupakan syarat 
formil dalam persidangan karena peranannya menyangkut validitas 
dan prinsip utama dalam perkara perdata. 
Bahkan menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian pada 
hakekatnya baik dalam arti yang logis ataupun yuridis adalah berarti 
mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tersebut 
dianggap benar. Dari pendapat tersebut secara tidak langsung 
menjelaskan bahwa suatu keputusan tidak dapat dikeluarkan jika tidak 
memiliki bukti.  
72 
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa saksi-
saksi dalam perkara perceraian wajib untuk dihadirkan oleh pemohon 
untuk membuktikan dalil-dalil pemohon, melihat bahwa perkawinan itu 
merupakan perikatan sosial dimana dalam perceraian pun tidak 
melihat untung ruginya tetapi melihat pertimbangan-pertimbangan 
lainnya salah satunya yaitu dampak sosial bagi kedua belah pihak. 
Untuk itu pembuktian merupakan hal yang penting agar semua 
gugatan memiliki kekuatan hukum. 
 
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Penjatuhan 
Putusan Verstek Perkara Perceraian 
Diajukannya suatu perkara di Pengadilan Agama khusunya 
perkara perceraian oleh Penggugat adalah bertujuan untuk 
mendapatkan keputusan yang adil dan objektif. 
Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara di 
pengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat 
ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara baik tergugat 
terlebih pihak penggugat, sebab putusan tersebut akan memberikan 
kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah diperiksa 
di depan persidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara di 
persidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan 
berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan 
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Pasal 14 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil 
berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. 
Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa 
dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan 
putusan yang dibuatnya. 
Sehubungan dengan penyusunan putusan dimaksud dalam 
rangka mengakhiri suatu perkara, ada tiga hal yang amat penting 
harus diperhatikan dan dipahami dalam penyusunan putusan 
tersebut.Meskipun pada dasarnya betapa sulitnya pemenuhan ketiga 
hal tersebut, majelis hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar 
putusan yang disusunnya memenuhi ketiga hal dimaksud, agar tidak 
terjadi suatu keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat 
akibat putusan yang disusunnya. 
Ketiga hal dimaksud adalah adil ,kepastian dan 
kemanfaatan. Putusan harus adil, mempunyai kepastian hukum dan 
bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat. 
Putusan harus adil, berarti majelis hakim dalam memutuskan 
perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran 
dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang.Dalam hal 
hukum atau undang-undangnya belum jelas, Majelis Hakim harus 
menafsirkan hukum atau undang-undang melalui metode penafsiran 
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yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.Dana dalam hal hukum atau 
undang-undangnya belum atau tidak mengaturnya, Majelis Hakim 
menciptakan/ijtihad hukum dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Putusan harus mempunyai kepastian hukum, berarti putusan 
harus jelas, tegas dan pasti sehingga putusan tersebut dapat 
dilaksanakan.Dengan dapat dilaksanakannya suatu putusan tersebut, 
berarti putusan tersebut bermanfaat bagi para pihak terutama pihak 
yang telah dirugikan haknya, berarti pula bermanfaat bagi 
masyarakat.Suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan berarti sia-
sia, karena tidak tercapai penegakan hukum dan keadilan, atas 
adanya pelanggaran hukum/hak.Dengan dapat ditegakkannya/ 
dikembalikannya hak kepada yang berhak, berarti putusan Majelis 
Hakim telah memenuhi suatu asas kemanfaatan. 
Menurut Tommy, SH Perkawinan yang merupakan suatu 
perikatan sosial yang pada akhirnya juga menimbulkan dampak sosial 
bagi kedua belah pihak, putusnya perkawinan dari Pemohon dan 
Termohon membuat hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mempelajari dengan baik gugatan yang diajukan Pemohon, karena 
putusan tersebut tidak melihat untung rugi bagi kedua belah pihak, 
tetapi pertimbangan lainnya, yaitu dampak sosial. 
Sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya 
hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilam yang 
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disampaikan kepada tergugat dan alasan ketidakhadirannya. 
Kemudian hakim memeriksa kesesuaian antara posita dan petitum 
penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan 
itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa 
yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. 
Hal inilah yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Majene 
dalam pokok perkara Nomor: 14/Pdt.G/2013/PA.Mj. dimana hakim 
mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat yang mana telah 
dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula 
menyuruh orang lain sebagai wakil dan kuasa hukumnya yang sah 
untuk datang menghadap persidangan, dan ketidakhadirannyatidak 
berdasarkan alasan yang sah. Selain itu hakim juga melihat alasan 
pokok gugatan, bahwa sejak pernikahan pemohon dan termohon 
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 
termohon selalumarah, kalau pemohon keluar rumah dan Termohon 
selalu mencurigaiPemohon berhubungan dengan perempuan lain dan 
sejak bulan agustus 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. 
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, hakimpun 
menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak yang 
mengetahui dan menyaksikan perselisihan kedua belah pihak. 
Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan verstek ada Pasal 125 HIR/Pasal 149 
RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di 
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Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan 
ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan 
yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan 
hukum dan beralasan maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir 
oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa 
hadirnya Termohon. 
Dipertegas pula oleh Bapak Tommy, SH. Dari segi non 
yuridis bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap 
Termohondan Termohon tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa 
Termohon telah mengakui semua alasan-alasan yang diajukan oleh 
Pemohon dan menganggap telah melepaskan haknya artinya bahwa 
Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada hakim serta melihat dari 
faktanya atau peristiwa dari dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh 
Pemohon, sehingga tepatlah bila hakim memutus verstek perkara 
tersebut. 
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan 
putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, 
telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang 
berlaku, dapat dilihat mulai dari masuknya gugatan, proses 
pemanggilan, proses persidangan sampai acara 
pembuktian,hingga berkahir dengan putusan verstekoleh hakim. 
2. Landasan hukum bagi hakim untuk memakai proses pembuktian 
dalam putusan verstek yaitu, selain merupakan syarat formil, salah 
satu yang menjadi dasar hakim dalam membebani pembuktian 
pada Pemohon pada proses perceraian terhadap putusan verstek 
dapat dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan 
Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan, pada poin (10) : Dalam hal termohon tidak hadir di 
persidangan dan perkara akan di putus verstek, Pengadilan 
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Agama tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran 
adanya adanya alasan perceraian yang didalilkan pemohon. 
3. Pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan verstek yaitu: 
1. Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, 
majelis hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak 
jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon 
2. Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim 
dalammenjatuhkan putusan verstek ada Pasal 125 HIR/Pasal 149 
RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di 
Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan 
ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu 
alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak 
melawan hukum dan beralasan maka Termohon harus dinyatakan 
tidak hadir oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon. 
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B. Saran 
1. Demi Unifikasi dan Kodifikasi hukum, penulis menyarankan untuk 
sistem pembuktian dalam putusan verstek perlu diatur lebih jelas 
dalam Undang-undang Peradilan Agama. 
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